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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 
INFO JUDICIAL REVIEW 

(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam 
Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XX/2022 PERIHAL 

PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG 

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA 

MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
20 APRIL 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, pukul 11.28 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022. Dalam 
Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022, perwakilan DPR 
RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 10/2016 dalam Perkara 18/PUU-XX/2022, 
diajukan oleh Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag, dalam hal ini 
memberikan kuasa kepada Erasmus D. Kulape, S.H., M.H dan Ramli Antula, S.H., 
untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 10/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap 
Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang berketentuan sebagai berikut: 
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“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 
dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan 
tahun 2024.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal-Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D 
ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian UU 10/2016 dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 
para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, pokok 
permohonan para Pemohon adalah mengenai pemotongan atau 
pengurangan masa jabatan kepala daerah yang tidak lagi selama 5 (lima) 
tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016, 
sehingga mengakibatkan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah 
serentak pada 2020 diperlakukan tidak proporsional dan tidak adil serta 
tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh 
karenanya menurut para Pemohon Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terhadap 
pokok permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.10.1] Bahwa waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan 
walikota serentak nasional pada awalnya diatur dalam Pasal 201 ayat (7) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 8/2015) yang menyatakan, 
“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada 
tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027.” Waktu penyelenggaraan 
tersebut kemudian diubah dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 
yang menyatakan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dilaksanakan pada bulan November 2024.” Perubahan waktu 
penyelenggaraan tersebut diikuti dengan perubahan waktu 
penyelenggaraan pemilihan serentak bertahap yang dimulai pada 2015, 
2017, 2018, dan terakhir pada 2020, sehingga berakibat gubernur dan wakil 
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil 
pemilihan pada 2020 hanya menjabat sampai dengan tahun 2024 [vide 
Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016]; 

[3.10.2] Bahwa keberadaan ayat (7) yang dipersoalkan para Pemohon tidak 
dapat dipisahkan dari ayat-ayat lainnya dalam Pasal 201 UU 10/2016 yang 
secara keseluruhan merupakan ketentuan peralihan agar penyelenggaraan 
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kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dapat terselenggara 
secara serentak nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia pada November 2024 [vide Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016]. 
Untuk itu, pada ayat-ayat sebelumnya termasuk yang dipersoalkan para 
Pemohon ditentukan waktu pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan 
walikota serentak yang dilakukan secara bertahap pada 2015, 2017, dan 
2018 serta 2020 sesuai berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil 
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide 
Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU 10/2016]. Dengan pengaturan 
tersebut tidak dapat dihindarkan akan terdapat provinsi dan 
kabupaten/kota yang mengalami kekosongan jabatan gubernur dan wakil 
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang 
berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023, yakni yang 
menyelenggarakan pemilihan pada 2017 dan 2018, sehingga akan diisi oleh 
penjabat yang berasal dari aparatur sipil negara yang memegang jabatan 
pimpinan tinggi madya bagi penjabat gubernur dan jabatan pimpinan tinggi 
pratama bagi penjabat bupati/walikota [vide Pasal 201 ayat (9) sampai 
dengan ayat (11) UU 10/2016]. Adapun bagi provinsi dan kabupaten/kota 
yang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota 
dan wakil walikota hasil pemilihan pada 2020 dan dilantik pada 2021 yang 
seharusnya berakhir masa jabatannya pada 2026 terkena pemotongan (cut 
off) masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, 
serta walikota dan wakil walikota sehingga tidak sampai 5 (lima) tahun, 
akan tetapi harus berakhir masa jabatannya pada 2024. Berdasarkan 
ketentuan peralihan tersebut, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang 
diselenggarakan secara serentak nasional dalam rangka untuk 
meminimalkan biaya baik sosial, politik maupun ekonomi dan diharapkan 
lebih efisien dari segi waktu dapat terselenggara pada 2024. Dengan 
demikian, semua provinsi dan kabupaten/kota (kecuali Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) akan mengadakan 
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bersamaan waktunya pada 
November 2024 dan untuk pemilihan seterusnya setiap 5 (lima) tahun sekali 
secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 10/2016. 

Mengenai keserentakan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota menurut Mahkamah tidak hanya merujuk pada waktu 
pemungutan suara (voting time) melainkan juga waktu pelantikan 
(inauguration time) yang juga perlu diatur dan disinkronkan 
keserentakannya. Karena, keserentakan tersebut merupakan langkah awal 
bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota 
dan wakil walikota terpilih untuk mensinergikan kebijakan pemerintah 
daerah dengan pemerintah pusat serta mensinkronkan tata kelola 
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan disinkronkannya 
waktu penyelenggaraan baik pemungutan suara maupun pelantikan 
pasangan calon terpilih maka diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi 
kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat. 

[3.10.3] Bahwa berkenaan dengan kebijakan memformulasikan 
penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota termasuk 
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pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 201 UU 10/2016 adalah bersifat transisional atau 
sementara dan sekali terjadi (einmalig) demi terselenggaranya pemilihan 
serentak nasional pada 2024, sehingga di pemilihan- pemilihan berikutnya 
berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 
bupati, serta walikota dan wakil walikota bersamaan dengan periodesasi 
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yakni setiap 5 (lima) tahun sekali 
secara serentak nasional. 

Bahwa selain merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang, 
pemotongan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil 
bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, 
dan walikota pada 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 201 ayat (7) UU 
10/2016 menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan konsepsi hak asasi 
manusia. Sebagai hak politik maka hak tersebut terkategori sebagai hak 
yang dapat dikurangi (derogable right) yang berarti hak tersebut boleh 
dikurangi dan dibatasi pemenuhannya oleh negara berdasarkan alasan-
alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni (a) 
dilakukan dengan undang-undang; (b) untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan (c) untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 
Menurut Mahkamah, hak untuk memeroleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan, in casu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati 
dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota karena keadaan atau 
alasan tertentu dapat dikurangi, termasuk dalam hal ini dalam rangka 
memenuhi kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 
nasional. Selain itu, pemotongan atau pengurangan masa jabatan gubernur 
dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil 
walikota juga telah dilakukan melalui undang-undang yakni dalam Pasal 
201 ayat (7) UU 10/2016 yang bersifat transisional dan berlaku untuk 
semua gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 
walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan 
walikota pada 2020, sehingga oleh karenanya juga  tidak bersifat 
diskriminatif. 

[3.10.4] Bahwa mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-
VII/2009 bertanggal 17 November 2011 yang dijadikan alasan permohonan 
para Pemohon bahwa masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun 
menurut Mahkamah tidaklah tepat. Karena, putusan tersebut sebenarnya 
berkaitan dengan dan menegaskan penghitungan satu periode masa jabatan 
kepala daerah baik yang dipilih melalui pemilihan langsung maupun tidak 
langsung (melalui lembaga perwakilan), yakni apabila telah dijalani 
setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Berdasarkan putusan 
tersebut justru masa jabatan para Pemohon telah memenuhi hitungan satu 
periode karena jika dihitung sejak para Pemohon dilantik pada 9 Juli 2021 
[vide risalah sidang Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022 tanggal 8 Maret 2022 
hlm.3] sampai dengan November 2024 maka masa jabatan para Pemohon 
adalah 3 tahun 4 bulan atau telah menjalani lebih setengah masa jabatan 
sebagai bupati dan wakil bupati. 
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[3.10.5] Bahwa sebagai ketentuan peralihan, sebagaimana juga telah 
dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-
XIX/2021 bertanggal 20 April 2022 yang diucapkan sebelumnya, Pasal 201 
UU 10/2016 dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum dan 
menjamin kepastian hukum serta bersifat transisional dalam rangka 
penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 
nasional pada 2024, sehingga menurut Mahkamah telah memenuhi 
pemuatan ketentuan peralihan sebagaimana ditentukan dalam Butir 127 
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Menurut Butir 127 
Lampiran II UU 12/2011 ketentuan peralihan memuat penyesuaian 
pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap 
Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. 
menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; 
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak 
perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-
hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Khusus mengenai 
kepastian hukum, adanya pengaturan bahwa masa jabatan gubernur dan 
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 
yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 
serentak pada 2020 akan berakhir pada penyelenggaraan pemilihan 
gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024 telah diatur 
secara eksplisit dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Dalam batas 
penalaran yang wajar ketentuan dimaksud sudah pasti diketahui oleh 
semua pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota serentak pada 2020. Artinya, pengurangan atau 
pemotongan waktu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan 
wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sudah diketahui secara pasti 
oleh masing- masing pasangan calon. 

Berkenaan dengan hal di atas, dalam sistem pembentukan peraturan 
perundang-undangan dikenal adanya fiksi hukum (presumptio iures de iure) 
yang dijelaskan dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan 
dalam lembaran resmi maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya 
[vide Penjelasan Pasal 81 UU 12/2011]. Menurut Mahkamah para Pemohon 
telah mengetahui masa jabatan pemilihan bupati dan wakil bupati yang 
diikuti para Pemohon pada 2020 tidak sampai 5 (lima) tahun, bahkan 
sebelum mencalonkan diri sebagai pasangan calon, sehingga menjadi tidak 
relevan untuk dipersoalkan setelah para Pemohon terpilih dan dilantik 
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Terlebih lagi, masa 
jabatan tidak sampai 5 (lima) tahun juga dialami oleh seluruh gubernur dan 
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 
hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020, jadi bukan hanya 
para Pemohon. Mahkamah juga tidak menemukan bukti ketentuan 
pemotongan atau pengurangan masa jabatan yang dialami para Pemohon 
sebagai bupati dan wakil bupati hasil pemilihan gubernur, bupati, dan 
walikota pada 2020 menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjalankan 
visi dan misinya. Terkait dengan hal ini, visi dan misi yang dijanjikan calon 
kepala daerah yang nantinya akan dijabarkan dalam rencana pembangunan 



 

6 
 

daerah dan alokasi anggaran seharusnya disesuaikan juga dengan masa 
jabatan yang telah diketahui sebelum penyusunan visi dan misi. 

Sementara itu, berkenaan dengan perlindungan hukum sebagai akibat 
dari tidak terpenuhi masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, undang-
undang pun telah mengantisipasi secara jelas. Dalam hal ini, pihak yang 
terkena dampak dari berkurangnya masa jabatan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 
walikota dan wakil walikota), menurut Mahkamah bentuk perlindungan 
hukum yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 
masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun, diberikan kompensasi. 
Berkenaan dengan hal ini, jauh sebelum penyelenggaraan pemilihan 
gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, yaitu sejak 
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2018, kompensasi 
yang diterima gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 
walikota dan wakil walikota yang terkurangi masa jabatannya telah diatur 
dalam Pasal 202 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (UU 1/2015). Bentuk kompensasi yang akan diperoleh oleh kepala 
daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 
2018 berupa diberikan uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan 
yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. 
Selanjutnya, untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan 
walikota serentak nasional pada 2024, kompensasi yang diterima oleh 
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkurangi masa jabatannya 
mengikuti ketentuan Pasal 202 UU 8/2015 yang menyatakan, “Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 
yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi 
kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa 
serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode”. 

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 201 ayat 
(7) UU 10/2016 yang menentukan masa jabatan gubernur dan wakil 
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil 
pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024, tidak 
bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan serta tidak 
menghalangi kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan 
demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum 
untuk seluruhnya. 

 

F. AMAR PUTUSAN 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 

mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
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memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 

wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 

penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022 yang 

menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya terhadap 

pengujian materiil UU 10/2016 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 
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